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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK : Bahwa untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap
dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, dan meningkatkan kualitas
pembangunan hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan di bidang
penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, serta memberikan pelayanan kepada publik
sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan
bertanggung jawab, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini

adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan LNRI Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109), PERPRES Nomor
33 Tahun 2012 tentang JDIHN (LNRI Tahun 2012 Nomor 82); PERMENKUMHAM Nomor
8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita
Negara RI Tahun 2019 Nomor 692); Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2015 tentang
Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU (Berita Negara RI
Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen
KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI
Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2021 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10/HK.03.1-

Kpt/53/Prov/II/2020 diatur tentang :

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur,
beserta uraian tugasnya masing-masing.



CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak
ditetapkan pada tanggal 5 April 2021.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 110 Tahun 2022
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Timur terkait dengan pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Provinsi
Nusa Tenggara Timur beserta uraian tugas masing-masing tim yang terdiri atas
Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Sekretaris KPU Provinsi sebagai Tim Pembina,
dan Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagai Tim Teknis.

- Lampiran 12 halaman.


